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BAB V 

PENUTUP 

5.1 kesimpulan  

Berdasarkan permasalahan, fakta dilapangan dan hasil penelitian sesuai dengan 

apa yang telah diuraikan diatas, sekiranya yang menjad kesimpulan dari penelitian 

ini ialah : 

1. Efektifitas pengawasan lembaga Ombudsman terhadap pelayanan publik 

oleh Instansi Pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di Provinsi 

Gorontalo masih tergolong jauh dari harapan pelayanan yang baik  dan 

efektif. Sebut saja degan beberapa  hasil yang ditemui dilapangan sesuai 

dengan laporan Ombudsman, peningkatan laporan kepada instansi 

pemerintah daerah kabupaten/kota meningkat setiap tahunnya. Akibatnya 

pihak ombudsman belum bias menyelesaikan perkara-perkara yang 

dilaporkan oleh masyarakat. Dalam hal ini juga sangat mencoreng tingkat 

pelayanan publik oleh instansi  pemerintah daerah.  

2. FaKtor penghambat dari efektifitas pengawasan Ombudsman ialah faktor 

internal dan eksternal, hal ini menjadi penting diperhatikan karena sangat 

berpengaruh kepada peningkatan pelayanan yang dilakukan oleh 

Ombudsman. Partisipasi masyarakat juga penting sebagai upaya 

peningkatan keterlibatan masyarakat dalam hal pelaporan dan juga 

sebagai pengawasan masyarakat atas kerja-kerja instansi pemerintahan 

daerah yang ada di provinsi  gorontalo.  
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5.2 Saran  

1. Seharusnya pihak ombudsman lebih pro-aktif lagi dalam menindaki 

instansi pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di Provinsi 

Gorontalo. Karena persoalan ini sangat memberikan dampak yang sangat 

krusial kepada peningkatan pelayanan publik.  

2. Pengawasan peningkatan publik oleh Ombudsman harus dioptimalkan, 

karena sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan menunjukan bahwa 

tingkat pelayanan publik di provinsi sangat rendah dan jauh dari harapan 

efetif dan efisien.   
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